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Published: Oktober 13, 2025 Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 23 of 2022 is the
latest regulation that reaffirms the state's commitment to
comprehensive HIV/AIDS control. This article aims to analyze the
Permenkes from an ethical-regulatory perspective, focusing on
how legal norms and ethical values are constructed within public
health policy. The study employs a qualitative approach using
document analysis and normative-philosophical analysis of the
regulation's content, in relation to principles of health ethics such
as non-maleficence, justice, autonomy, and beneficence. The
analysis shows that Permenkes No. 23/2022 has normatively
accommodated public ethical principles, such as confidentiality
protection, the right to treatment, and the prevention of stigma
and discrimination. However, implementation in the field still
faces structural challenges, including service limitations, regional
disparities, and social resistance. This article recommends the
need for stronger integration between legal and ethical-
participatory approaches in policy implementation, so that
HIV/AIDS prevention is not only effective in regulatory terms but
also morally just.
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mengalami pergeseran pendekatan dari sekadar respons medis
HIV/AIDS, health ethics, menjadi pendekatan multidimensional yang mencakup aspek
regulation, Minister of hukum, etika, dan keadilan sosial. Peraturan Menteri Kesehatan
Health Regulation No. (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022 hadir sebagai regulasi terkini
25/2022, social justice yang menegaskan kembali komitmen negara dalam pengendalian

HIV/AIDS secara komprehensif. Artikel ini bertujuan
menganalisis Permenkes tersebut dalam perspektif etis-regulatif,
dengan fokus pada bagaimana norma hukum dan nilai etika
dikonstruksikan dalam kebijakan kesehatan publik. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
dokumen dan analisis normatif-filosofis terhadap isi regulasi,
dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika kesehatan seperti non-
maleficence, justice, autonomy, dan beneficence. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Permenkes No. 23/2022 secara normatif
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telah mengakomodasi prinsip-prinsip etika publik, seperti
perlindungan kerahasiaan, hak atas pengobatan, serta
pencegahan stigma dan diskriminasi. Namun demikian,
pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan
struktural, termasuk keterbatasan layanan, disparitas wilayah,
dan resistensi sosial. Artikel ini merekomendasikan perlunya
integrasi yang lebih kuat antara pendekatan legal dan
pendekatan etik-partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan, agar
penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya efektif secara regulatif,
tetapi juga adil secara moral.

A.PENDAHULUAN

HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan publik
global, termasuk di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada
kesehatan individu, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, hukum, moral, dan
ekonomi Masyarakat (Heriana & Fauziah, 2022). Kompleksitas permasalahan
HIV/AIDS membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis-medis,
tetapi juga mengintegrasikan pendekatan normatif dan etis dalam setiap aspek
intervensinya (Pramono & Ayuningtyas, 2024).

Pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian Kesehatan telah
mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS
(Sikumbang et al., 2024). Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang
merupakan bentuk pembaruan kebijakan berbasis pendekatan komprehensif.
Regulasi ini menyatukan komponen pencegahan, pengobatan, perlindungan hak
pasien, serta upaya penanggulangan stigma dan diskriminasi (Dalimunthe &
Siregar, 2024).

Permenkes No. 23 Tahun 2022 hadir dengan kerangka yang lebih progresif
dalam melihat HIV/AIDS tidak hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga
sebagai isu keadilan sosial. Penegasan hak atas akses layanan kesehatan,
kerahasiaan status, dan partisipasi komunitas menjadi aspek penting dalam
membumikan prinsip-prinsip etika dalam kebijakan public (Raenanda et al.,
2024). Namun demikian, penting untuk menelaah lebih dalam apakah substansi
regulasi tersebut benar-benar merepresentasikan prinsip etika kesehatan yang
universal, seperti beneficence (kemanfaatan), non-maleficence (tidak merugikan),

autonomy (hak menentukan sendiri), dan justice (keadilan distribusi). Kajian ini

143 | I'tigadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vo. 2 No.2 Juni 2025


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319090983508
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319410848353

Paradigma Etis-Regulatif Dalam Kebijakan HIV/AIDS Studi Analisis Terhadap
Permenkes No. 23...| Habibah Zulaiha, Emilatantri Ningsih, Mansia Khofifah

menjadi urgen karena kebijakan yang etis secara formal belum tentu etis dalam
pelaksanaannya (Sihombing & Sihombing, 2024).

Pendekatan filosofis menuntut kita tidak hanya melihat norma sebagai
produk hukum, tetapi juga sebagai refleksi nilai (Burhanuddin et al., 2025). Di
sinilah urgensi mengkaji regulasi dalam paradigma etis-regulatif, yang
menekankan bahwa hukum kesehatan harus berpijak pada moralitas publik dan
martabat manusia sebagai titik tolaknya (Habibah Zulaiha, Syharianti syam,
Ubaidillah, 2024). Dalam praktiknya, kebijakan kesehatan seringkali bersifat
teknokratik dan tidak cukup memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat,
khususnya kelompok rentan seperti ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Ini
menciptakan jarak antara norma regulatif dengan pengalaman eksistensial
masyarakat, yang justru dapat menghambat efektivitas kebijakan (Sihombing &
Sihombing, 2024).

Studi-studi  sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang
mengabaikan dimensi etika dalam kebijakan kesehatan berpotensi memperkuat
stigma dan memperlemah partisipasi komunitas. Oleh karena itu, kebijakan yang
baik harus bersifat deliberatif, inklusif, dan berbasis nilai bukan sekadar
bersandar pada kekuasaan normative (Maulida et al., 2024). Permenkes No.
23/2022 menyebutkan berbagai strategi penanggulangan, termasuk edukasi,
penguatan layanan, dan koordinasi antar sektor (Novita Sapitri & Julian Utama,
2024).

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana regulasi ini mampu
menghadirkan kebijakan yang adil dan bermoral, bukan sekadar kebijakan yang
legal. Inilah yang menjadi titik tekan dalam kajian paradigma etis-regulatif. Dari
perspektif filsafat hukum, regulasi kesehatan seperti Permenkes ini tidak hanya
harus memenuhi unsur keabsahan hukum (legal validity), tetapi juga memenuhi
moral acceptability (Siregar, 2025). Regulasi yang hanya legal tetapi tidak etis
justru dapat memunculkan resistensi sosial dan memperburuk ketimpangan
layanan kesehatan. Lebih dari itu, penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat
dilepaskan dari pendekatan HAM (Tuti Supatminingsih, Syamsu Rijal, Jasmin,
Muhammad Ardi, 2024).
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Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin
dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Maka, regulasi
yang mengatur HIV/AIDS harus merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak
dasar, seperti nondiskriminasi, akses yang setara, dan perlindungan data pribadi
(Aristiana et al., 2017). Dalam konteks inilah, paradigma etis-regulatif menjadi
alat analisis yang strategis. [a memungkinkan pembacaan kebijakan kesehatan
tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dimensi moral-politik. Dengan
menggunakan paradigma ini, artikel ini ingin menguji secara kritis sejauh mana
Permenkes No. 23 Tahun 2022 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan etis dalam
pengambilan kebijakan publik.

Kajian ini juga penting sebagai bentuk kontribusi akademik dalam
mengembangkan kerangka evaluatif terhadap kebijakan kesehatan yang lebih
menyeluruh. Tidak cukup hanya mengukur efektivitas kebijakan, tetapi juga
menakar keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan kehormatan
manusia dalam setiap tahap pelaksanaan regulasi (Madyan, 2013). Oleh karena
1tu, artikel ini1 akan menganalisis Permenkes No. 23 Tahun 2022 menggunakan
pendekatan etis-regulatif sebagai kerangka evaluasi filosofis. Dengan
menggabungkan analisis normatif, refleksi etik, dan perspektif keadilan sosial,
diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap

penguatan kebijakan HIV/AIDS yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan
metode analisis dokumen (documentary analysis) yang berorientasi pada
kerangka etika terapan dan filsafat hukum kesehatan. Fokus kajian ini adalah
menganalisis substansi Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang
Penanggulangan HIV/AIDS dalam perspektif etis dan regulatif, dengan meninjau
sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, hak asasi
manusia, dan prinsip moral dalam kebijakan kesehatan publik.

Data primer dalam penelitian ini adalah naskah resmi Permenkes No.

23/2022, sedangkan data sekunder mencakup regulasi turunan, protokol teknis
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pelayanan HIV/AIDS, dan dokumen etika kesehatan dari organisasi seperti WHO
dan UNAIDS. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) identifikasi norma-
norma hukum dalam regulasi, (2) klasifikasi berdasarkan prinsip etika kesehatan
seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice, serta (3) interpretasi
kritis dalam kerangka filsafat hukum dan etika kebijakan publik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis reflektif-filosofis, yang
memadukan pembacaan kritis teks hukum dengan refleksi terhadap konteks
sosial dan moral yang melatarbelakanginya. Validitas diperkuat melalui
triangulasi konseptual, yaitu dengan membandingkan hasil temuan dengan
literatur akademik dan dokumen kebijakan global. Dengan pendekatan ini,
penelitian 1ini berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap
pembentukan kebijakan kesehatan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi

juga etis dan adil secara substantif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Regulatif dalam Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan
HIV/AIDS

Permenkes No. 23 Tahun 2022 secara umum menghadirkan pembaruan
struktur hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS yang lebih menyeluruh
dibanding regulasi sebelumnya. Regulasi ini menetapkan strategi nasional
penanggulangan HIV/AIDS, meliputi pencegahan, pengobatan, perlindungan
hak ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), serta pelibatan multisektor. Hal ini
menunjukkan bahwa negara menempatkan penanggulangan HIV/AIDS
sebagai agenda kesehatan publik yang harus diintervensi secara sistemik
melalui kebijakan yang bersifat interdisipliner dan lintas sektoral.

Dari sisi regulatif, Permenkes ini mencerminkan orientasi hukum
kesehatan kontemporer, yakni memperluas fungsi hukum dari sekadar
normatif ke arah fungsional, yang mampu mengatur sekaligus menjamin hak
warga negara atas layanan Kesehatan (Dimas Rayhan Giffary et al., 2023).
Regulasi 1ni juga mengatur perlindungan kerahasiaan status ODHA,

mekanisme rujukan layanan, serta integrasi data epidemiologis. Hal ini
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menunjukkan respons negara terhadap kompleksitas HIV/AIDS yang tidak
hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga sosial, hukum, dan moral.

Namun dalam tinjauan normatif, terdapat ketidakseimbangan antara
kedalaman regulasi teknis dengan kelembagaan yang mendukungnya. Banyak
ketentuan dalam Permenkes ini tidak disertai penjabaran teknis yang
memadal mengenal mekanisme pengawasan, evaluasi layanan, dan partisipasi
komunitas ODHA (Zubaeri & Hafshah, 2022). Ini menciptakan ruang abu-abu
yang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur atau
implementasi yang tidak seragam di berbagai daerah, terutama di wilayah
terpencil atau konservatif.

Dalam konteks struktur hukum, Permenkes ini juga belum menjelaskan
bagaimana koordinasi vertikal dan horizontal antar-lembaga dilakukan secara
efektif. Padahal, penanggulangan HIV/AIDS sangat memerlukan kolaborasi
antara Kemenkes, dinas kesehatan daerah, LSM, dan komunitas akar rumput.
Ketidakhadiran struktur koordinasi yang eksplisit dalam dokumen hukum ini
mengurangi kekuatan regulasi sebagai instrumen koordinatif dan distributive
(Zanda & Barkah, 2022).

Secara eksplisit, Permenkes No. 23/2022 mengatur tentang strategi
komunikasi risiko, edukasi, dan pelatihan tenaga kesehatan. Namun substansi
tersebut belum menyentuh dimensi hak asasi manusia secara kuat, khususnya
dalam menjamin akses setara untuk kelompok marginal seperti pekerja seks,
pengguna narkoba suntik, atau waria (Burhan et al.,, 2015). Dari sudut
pandang regulatif-etis, absennya afirmasi terhadap kelompok rentan
menunjukkan adanya kekosongan moral dalam struktur hukum yang
seharusnya inklusif.

Ketiadaan sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban jika layanan
HIV/AIDS tidak terpenuhi secara maksimal menjadi kekurangan lain dalam
desain regulatif ini. Hukum yang tidak menempatkan posisi negara sebagai
pihak yang dapat dituntut oleh warga negara ketika gagal melaksanakan hak
atas kesehatan berpotensi melemahkan akuntabilitas publik. Dalam logika

negara hukum, perlindungan hukum harus mencakup kejelasan konsekuensi
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ketika negara gagal memenuhi kewajibannya (Abdillah, 2019).

Secara positif, Permenkes ini telah mengakui pentingnya pelibatan
komunitas dalam layanan HIV/AIDS. Namun keterlibatan tersebut lebih
bersifat simbolik daripada struktural. Tidak ada kejelasan mekanisme
representasi komunitas ODHA dalam pengambilan keputusan kebijakan di
tingkat daerah maupun nasional. Ini memperlihatkan lemahnya prinsip
partisipasi dalam dimensi regulatif yang mestinya menjadi bagian dari
demokratisasi kebijakan Kesehatan (Fatoni et al., 2022).

Ketika regulasi lebih menekankan aspek teknokratis daripada etis-
partisipatif, maka kebijakan berpotensi melahirkan resistensi sosial. Hukum
kesehatan tidak hanya dituntut untuk efektif secara administratif, tetapi juga
adil secara normatif. Dalam konteks HIV/AIDS, rasa keadilan hanya dapat
diwujudkan bila hukum memberi ruang bagi suara, pengalaman, dan
kebutuhan nyata dari komunitas terdampak.

Dari hasil analisis dokumen, terlihat bahwa Permenkes ini belum
sepenuhnya mengadopsi prinsip responsive regulation, yakni hukum yang
adaptif terhadap konteks sosial dan moral masyarakat. Padahal dalam isu
HIV/AIDS, respons sosial sangat menentukan keberhasilan kebijakan.
Ketidaktahuan atau ketakutan terhadap stigma harus dijawab dengan
kerangka hukum yang bersifat edukatif, komunikatif, dan berbasis
perlindungan menyeluruh (Hidayanti et al., 2016).

Dengan demikian, secara regulatif, Permenkes No. 23 Tahun 2022 telah
memuat prinsip-prinsip penting dalam penanggulangan HIV/AIDS, tetapi
belum cukup kuat dalam menjabarkan detail kelembagaan, perlindungan
kelompok rentan, mekanisme evaluatif, dan tanggung jawab negara. Oleh
karena 1itu, dibutuhkan penguatan substansi regulasi berbasis prinsip
partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan sebagai basis untuk membangun

kebijakan kesehatan yang etis dan transformatif.

2. Dimensi Etis dalam Penanggulangan HIV/AIDS dalam Perspektif
Kebijakan Kesehatan Publik
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Penanggulangan HIV/AIDS bukan sekadar intervensi teknis, tetapi juga
merupakan arena refleksi etika publik. Dalam konteks kebijakan kesehatan,
nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan martabat menjadi fondasi
normatif yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses pengambilan
Keputusan (Siregar, 2025). Permenkes No. 23 Tahun 2022 harus dibaca bukan
hanya sebagai produk hukum, tetapi sebagai ekspresi moral negara dalam
melindungi kehidupan manusia dari ketimpangan layanan dan marginalisasi
sosial.

Dalam analisis etika kesehatan, empat prinsip utama menjadi acuan
evaluatif: autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Prinsip
autonomy menuntut bahwa setiap individu berhak atas privasi, termasuk
kerahasiaan status HIV. Permenkes ini telah menegaskan hak tersebut,
namun belum menjelaskan prosedur perlindungan privasi yang kuat dalam
praktik layanan di tingkat fasilitas kesehatan dasar, terutama di daerah
dengan stigma tinggi (Yuliarni, 2024).

Prinsip beneficence dan non-maleficence mengharuskan negara
menyediakan layanan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Namun
dalam praktiknya, banyak layanan yang belum merata secara geografis dan
administratif. Ketimpangan distribusi layanan HIV/AIDS menunjukkan
bahwa asas kebermanfaatan belum terpenuhi secara maksimal, terutama bagi
masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) (Sciences et al.,
2025). Ini merupakan bentuk kegagalan struktural yang harus ditinjau secara
etis.

Prinsip justice, sebagai pilar utama dalam etika kebijakan publik,
mengharuskan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan setara tanpa
diskriminasi. Namun berdasarkan analisis kritis, Permenkes No. 23/2022
belum secara eksplisit menegaskan affirmative action bagi kelompok yang
secara struktural termarginalkan. Absennya pendekatan afirmatif
menandakan bahwa prinsip keadilan masih dipahami secara formalistik,
belum substansial (Lestari et al., 2024).

Etika kesehatan publik tidak hanya menyoal tindakan medis yang
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benar, tetapi juga memastikan kebijakan bersifat pro-poor dan pro-vulnerable.
Dalam konteks 1ni, Permenkes harusnya menegaskan mekanisme
perlindungan terhadap kelompok yang sering menjadi korban stigma: pekerja
seks, narapidana, pengguna narkoba, serta kelompok LGBTQ+. Tanpa
penyebutan eksplisit terhadap mereka, maka regulasi kehilangan dimensi
keberpihakannya terhadap yang lemah.

Lebih lanjut, pendekatan etis dalam kebijakan seharusnya menjamin
partisipasi aktif dari komunitas terdampak. Konsep deliberative ethics
mendorong adanya ruang dialog antara pembuat kebijakan dengan
masyarakat sipil. Dalam konteks Permenkes ini, partisipasi masih bersifat
simbolik dan tidak melembaga. Hal ini melemahkan legitimasi etis regulasi
karena keputusan dibuat tanpa mendengarkan suara yang terdampak
langsung (Danuningsih, 2025).

Permenkes ini belum menunjukkan adopsi terhadap prinsip ethical
preparedness, yakni kesiapan moral dalam merespons krisis kesehatan
berbasis nilai (Prita Anggraini Kartika Sari, 2025). Ketika stigma masih tinggi
dan informasi masih terbatas, maka negara harus bersikap lebih empatik dan
mendidik. Empati dalam kebijakan bukan kelemahan, tetapi kekuatan moral
yang dapat mengubah cara masyarakat merespons HIV/AIDS secara inklusif.

Dalam kerangka public health ethics, kebijakan harus menjaga
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas.
Perlindungan ODHA tidak boleh dikorbankan atas nama kontrol epidemiologis
(Novita Sapitri & Julian Utama, 2024). Oleh karena itu, pendekatan regulatif
yang terlalu represif justru dapat kontraproduktif. Permenkes harus
menekankan prinsip-prinsip edukatif dan pemberdayaan, bukan sekadar
pengawasan dan pelaporan.

Etika juga menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas, dan
keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral negara.
Permenkes ini belum secara rinci menjelaskan mekanisme pelaporan
pelanggaran atau kegagalan layanan (Maulida et al., 2024). Tanpa sistem

akuntabilitas publik yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap layanan
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HIV/AIDS akan melemah dan menjauhkan mereka dari sistem perlindungan
hukum.

Dengan demikian, dimensi etis dalam Permenkes No. 23 Tahun 2022
masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek keadilan substantif,
keberpihakan terhadap kelompok rentan, partisipasi deliberatif, dan
akuntabilitas public (Burhanuddin et al., 2025). Regulasi kesehatan harus
diposisikan bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai
perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum negara yang

menjunjung etika, martabat, dan solidaritas sosial.

D.KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun
2022 telah memuat kerangka regulatif yang penting dalam penanggulangan
HIV/AIDS, meliputi aspek pencegahan, pengobatan, dan perlindungan hak
ODHA. Namun demikian, dari perspektif etis-regulatif, regulasi ini masih
menyisakan sejumlah kelemahan normatif, terutama dalam menjabarkan
mekanisme perlindungan kelompok rentan, sistem akuntabilitas layanan, dan
partisipasi komunitas secara substantif. Regulasi cenderung menampilkan
pendekatan teknokratik daripada transformatif, sehingga belum sepenuhnya
mencerminkan paradigma keadilan kesehatan yang inklusif dan empatik.

Secara filosofis, Permenkes ini belum menjangkau kedalaman prinsip etika
kesehatan seperti justice, autonomy, beneficence, dan non-maleficence dalam
pelaksanaannya. Hak atas kesehatan belum diposisikan sebagai hak asasi yang
mengikat negara secara moral dan hukum, melainkan sebatas kewajiban
administratif. Oleh karena itu, perlu reorientasi kebijakan kesehatan berbasis
siyasah syariyyah dan etika publik yang menempatkan manusia—terutama yang
paling rentan—sebagai pusat perlindungan hukum. Paradigma etis-regulatif
dalam kebijakan HIV/AIDS menuntut hadirnya hukum yang tidak hanya sah
secara formal, tetapi juga adil secara substantif, responsif terhadap konteks sosial,

dan berpihak pada kemanusiaan.
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